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Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Mengingat 

Mernmbang · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dae rah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

TENT ANG 

PEN,JABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

NOMOR '2.8 TAHUN 2018 



Tahun 201 O Nomor 123, Tam bah an Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pemberitukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2011 omor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5401); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lentang Dana 

Perimbangan (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun ~006 lentang Pelaporun 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahunn 2017 ten tang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 



1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 68.669.558.555,78 

b. Dana Perimbangan Rp. 744.283.785.183,00 

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 226.684.047.135,70 

.Jurnlah Pendapatan Rp. l .039.637.390.874,48 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : 

Pasal 1 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PENJABARAN 

ANGGARAN 

TENTANG 

PELAKSANAAN 

BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSK.AN: 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.3 Tahun 2006 tenlang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teritang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten Lang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Dae rah Ka bu paten Bolaang Mongondow Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 

Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dae rah Tahun Anggaran 201 7; 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor ..... 

Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelakanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 



Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 

dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanj ut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

35.700.985.921 ,21 Rp. 

27.428.214.367 ,73 

0,00 

27.428.214.367 ,73 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 11.163.184.243,00 

Rp. 207.239.936.921,00 

Rp. 217.643.499.309,00 

Rp. 436.046.620.473,00 

Rp. 1.031.364.619 .321,00 

Rp. 8.272.771.553,48 

Rp. 364.656.354.867 ,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 16.916.290.936,00 

Rp. 104.054.735,00 

Rp. 0,00 

Rp. 212.736.661.088,00 

Rp. 904.637.222,00 

Rp. 595.317.998.848,00 

Pasal2 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (defisit) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

tahun berkenaan 

8) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Sunga 

3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 



SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR ....... 

H 
YA-'-~LAANG MONGONDOW, 

SEKRETAR S 
KABU 

~ 

2018 
1i undangkan di., u,..,...~ 

pada tanggal 

\ YASTJ EPREDJO MOKOAGOW 

Ditetapkan di Lolak 
pada tanggal Jo A.9us tu.J 2018 

BUPATI'BOLAANG MONGONDOW, 

~ 
/ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

Pasal 5 


